KPK CEGAH 10 ORANG KE LUAR NEGERI TERKAIT KORUPSI LAHAN DI
ROROTAN
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Sumber gambar: https://www.antaranews.com/berita/4150908/kpk-cegah-10-orang-ke-luar-negeri-
terkait-korupsi-lahan-di-rorotan

Isi Berita:

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap 10 orang terkait penyidikan dugaan korupsi
pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, oleh BUMD Sarana Jaya. "Bahwa terkait
penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di lokasi Rorotan, Jakarta oleh
BUMD SJ, pada tanggal 12 Juni 2024, KPK telah mengajukan larangan bepergian ke luar
negeri untuk 6 bulan ke depan pada 10 orang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat
dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Budi menerangkan para pihak yang dicegah tersebut yakni dua manajer PT CIP
dan PT KI yang berinisial DBA dan PS, notaris berinisial JBT, dan advokat berinisial
SSG. Selain itu ada enam pihak swasta yang turut dicegah keluar negeri yang berinisial
ZA, MA, FA, NK, LS, dan M. Sesuai dengan kebijakan KPK, ketika sebuah perkara telah
memasuki tahap penyidikan maka bisa dipastikan sudah ada pihak yang ditetapkan
sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Meski demikian siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta uraian
lengkap perkara tersebut baru akan disampaikan penyidik ketika proses penyidikan
dinyatakan rampung. Lebih lanjut Budi menerangkan penyidikan perkara dugaan korupsi
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pengadaan lahan di Rorotan tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara
dugaan korupsi pengadaan lahan di Cakung, Jakarta Timur.

Dalam perkara tersebut Mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan
Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan didakwa melakukan korupsi dan merugikan
keuangan negara senilai Rp 256 miliar. Dalam surat dakwaan tersebut, Yoory didakwa
melakukan korupsi bersama pemilik PT Adonara Propertindo, Rudy Hartono, dan
Direktur Operasional Tommy Adrian. Jaksa mendakwa Yoory menerima keuntungan
Rp31,8 miliar, sedangkan mendapatkan keuntungan Rudy sebesar Rp224 miliar.

Sumber Berita:

1. https://www.antaranews.com/berita/4150908/kpk-cegah-10-orang-ke-luar-negeri-
terkait-korupsi-lahan-di-rorotan, “KPK Cegah 10 Orang ke Luar Negeri Terkait
Korupsi Lahan di Rorotan”, tanggal 13 Juni 2024.

2. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240613112037-12-1109358/kpk-usut-
kasus-baru-pengadaan-lahan-di-rorotan-10-orang-dicegah-ke-In, “KPK Usut Kasus
Baru Pengadaan Lahan di Rorotan, 10 Orang Dicegah ke LN, tanggal 13 Juni 2024.

Catatan:
o Terkait kondisi diatas diatur pada:
a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Rl Nomor 20 tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu,
pidana mati dapat dijatuhkan”; dan

3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
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tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal

12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1) Hurufe yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Daerah:
1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa * Jenis kekayaan Desa terdiri atas:

a.

@ = ® oo o

tanah Kas Desa;

pasar Desa;

pasar Hewan;

tambatan Perahu;

bangunan Desa;

pelelangan lkan yang dikelola oleh Desa dan;

lain-lain kekayaan milik Desa.”

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a.
b.

g.
h.

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;

barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak
ketiga.

barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan
lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.

hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daera/l;
hibah  dari  Pemerintah, Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah
Kabupaten/Kota;

hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan

hasil kerjasama desa.”

3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
milik desa.
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(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”
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